BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 186 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

UNTUK PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN SPAM TUAPEJAT

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang

Mengingat

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Agraria

dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun
2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pererintah Nomor 19
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bupati membentuk Tim
Verifikasi setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
dari instansi yang memerlukan tanah dalam melakukan verifikasi
materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;

. bahwa untuk melaksanakan verifikasi Dokumen Perencanaan

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan SPAM Tuapejat Kabupaten
Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat, perlu dibentuk Tim
Verifikasi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan SPAM Tuapejat Kabupaten Kepulauan Mentawai
Provinsi Sumatera Barat;

. Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun

1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ljin Yang Berhak
Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2106);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak

Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan
Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Percrintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, 'Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

11.

12.

13.

14.

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan
Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 362);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara Penetapan
Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di
Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan
Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6630);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia
Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan UntukKepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6885);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pererintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6654);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya
Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
Untuk Pembangunan SPAM Tuapejat Kabupaten Kepulauan Provinsi
Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan
Tanah dari instansi yang memerlukan tanah; dan

b. menetapkan secara resmi tanggal diterimanya Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan
keabsahaannya;

: Tim Verifikasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang
diajukan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada Bupati.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal \Z () 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

ol o o

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat di Padang;

Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumatera Barat di Padang;

Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat di Padang;

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Mentawai;
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- {0 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DOKUMEN

PERENCANAAN PENGADAAN

TANAH UNTUK

PEMBANGUNAN SPAM TUAPEJAT KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO. JABATAN /INSTANSI Kgf&?&[{ﬁ‘;‘f

1. | Asisten Pemerintahan dan Kesra Ketua

2. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sekretaris
3. | Kepala Bidang Kawasan Permukiman Anggota

4. | Kepala Bagian Pemerintahan Anggota

5. | Kepala Bagian Hukum Anggota

6. | Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Anggota

7. | Irwan, S.So0s.,M.T./Kasubag Tata Usaha PAM Sekretariat
8. gznta;eg(nhmahlew, S.T./Analis Bangunan Gedung Sekietaiist
9. Isbran Trifosa Saleleubaja, S.Ars./Staf pada Dinas Selcretariat

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

RNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK




